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SALINAN PUTUSAN
Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Plk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , NIK 6271026810820001, tempat tanggal lahir

Kanarakan, 28 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,

sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT , NIK 6210022003820004, tempat tanggal lahir Palangka
Raya, 20 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Dahulu Karyawan Honorer, tempat kediaman
di Dahulu di Kabupaten Gunung Mas dan sekarang
tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Palagka Raya dengan register Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal itu juga,
yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 M. bertepatan dengan 2
Rabiul Awwal 1435 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sabangau Kota
Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/002/VI111/2014 tanggal 04 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman di Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 4 tahun sebagai
tempat kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang
anak, bernama ANAK KANDUNG |, NIK 6210021712140001, tempat
tanggal lahir Kuala Kurun, 17 Desember 2014, jenis kelamin laki-laki,
pendidikan 4 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 06 Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
a. Tergugat Jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
b. Tergugat seringkali bermain judi;
c. Tergugat seringkali mengkonsumsi minuman-minuman keras serta
kembali mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan syari'at
Islam
d. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat
Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama
Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 18 September 2018
karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang
mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah
ranjang selama 5 tahun 9 bulan dan semenjak itu Tergugat tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat belum ada usaha mencari keberadaan Tergugat
hingga saat ini;
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7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak
tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT ) dan Tergugat
(TERGUGAT ) putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke
persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap
sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil
ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan
patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palagka Raya sebanyak dua
kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui radiogram | yang disiarkan oleh
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palagka Raya pada
tanggal 11 Juli 2024 dan radiogram Il yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran
Publik tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024 dan serta ketidakhadiran
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Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau
beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat
pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian,
namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/002/VIII/2014 tanggal
04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Sabangau Kota
Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271026810820001
atas nama Penggugat, tanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.4/44/KL-
BT/VII/Kesos/2024 tanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah
Bukit Tunggal, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Bukti Saksi
1. SAKSI | PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Mantaren, 31 Juli
1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
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bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kakak kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2014;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 4 tahun sebagai tempat
kediaman bersama terakhir ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama
Aliando Bin Mardoni, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak 06 Juli 2018;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat Jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan
Tergugat seringkali bermain judi;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat seringkali
mengkonsumsi minuman-minuman keras serta kembali mengkonsumsi
makanan-makanan yang diharamkan syari‘at Islam dan Tergugat menjalin
hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat sudah tidak
sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
kurang lebih satu kali;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 18

September 2018 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan
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kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Tergugat
telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun 9 bulan
yang lalu;

- Bahwa Penggugat belum ada usaha mencari keberadaan Tergugat hingga
saat ini;

- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan
nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat memperoleh
nafkah dari hasil bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar
menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat
tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI Il PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Kandangan, 20 Juni
1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Masjid,
bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2014;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 4 tahun sebagai tempat
kediaman bersama terakhir ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama
Aliando Bin Mardoni, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini
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rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak 06 Juli 2018;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat Jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan
Tergugat seringkali bermain judi;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat seringkali
mengkonsumsi minuman-minuman keras serta kembali mengkonsumsi
makanan-makanan yang diharamkan syari‘at Islam dan Tergugat menjalin
hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat sudah tidak
sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
kurang lebih satu kali;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 18
September 2018 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Tergugat
telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 tahun 9 bulan
yang lalu;

- Bahwa Penggugat belum ada usaha mencari keberadaan Tergugat hingga
saat ini;

- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan
nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat memperoleh

nafkah dari hasil bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga;
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- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar
menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat
tidak mau rukun lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya
dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan
Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini
maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara
persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan
untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke
persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap
sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil
ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah,
sesuai dengan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, lagi pula ketidak hadirannya tersebut
bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat
dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan
verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab I'anatut

Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi;

ix> gxad OIS Ol 3l cile Lle slaallg

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib)
apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat

pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun

upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat

yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;
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Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat telah
menyampaikan bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang bernama
SAKSI | PENGGUGAT dan SAKSI Il PENGGUGAT;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi sah Kutipan
Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang
berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 Rbg) selama
tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa
hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam
pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai
pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan
mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat
gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah
memenuhi syarat formal sebagaimana surat gugatannya, sehingga perkaranya
dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat
berdomisili di wilayah Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti permulaan mengenai
keberadaan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan
membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan
sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua
orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya
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sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan
penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-
fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di
muka persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah
dikaruniai anak seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG I;
Bahwa sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena
Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat seringkali
main judi, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras dan
Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
Bahwa sejak bulan September 2018 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan sampai sekarang berjalan selama 5 (lima) tahun dan 9
(sembilan) bulan;
Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
pernah lagi menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi

alamatnya diseluruh Indonesia;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin
lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk
melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum,

sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan dan sesuai dengan
SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3
Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2023 atau setidak-tidaknya gugat cerai Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa maka gugat cerai Penggugat patut dikabulkan
dengan untuk menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta
segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang

berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT )

terhadap Penggugat (PENGGUGAT );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Djumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ida
Sariani, S.H., M.H.l sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H.
Akhmad Baihagi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Dyah
Ayu Sekar Laela, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat
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tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. H. Mulyani, M.H. Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 75.000,00
- Panggilan Rp. 380.000,00
- PNBP Panggilan P+T Rp. 20.000,00
- Redaksi_ Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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